
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

provinsi, ndaerah mprovinsi ndibagi atas nKabupatenn ndan nKota yang 

nmasing-masingn nmempunyai hPemerintahanj kdaerah kuntuk 

nmengatur dan nmengurus nsendiri nurusan pemerintahank nmenurut lasas 

lotonomi dan ktugas lpembantuan.
1
 Sistem pemerintahan Indonesia 

menurut sPasal 18 mUndang-undangn nDasar nNegara Republik 

nIndonesia nTahun 1945 secara jelas mengatur adanya pembagian 

nDaerahh mdengan susunann lpemerintahannya oyang jubersifat jotonomi, 

nmemberikan nkeleluasan nkepala daerahnh nuntuk kmengatur mdan 

mmengurus lserta lmenyelenggarakan lsendiri kurusan kpemerintahan 

lmenurut lasas ldesantralisasi,mdekonsentrasi dan ltugas lpembantuan 

(medebewind)l.
2
 Asas desentralisasii adalah penyerahan urusann 

pemerintahann moleh npemerintah npusatt mkepada kdaerah notonom 

nberdasarkan nasas botonomi. 
3
 

Otonomi daerah adalah haknk, wewenangs dan skewajiban sdaerah 

sotonom duntukk mmengatur mdan mmengurus lsendiri ourusan 

ppemerintahan odan jkepentingan lmasyarakatt jsetempatt kdalam ksistem 

nNegara Keatuan Republik Indonesia nPelaksanaan desentralisasii dalam

                                                           
1
 Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2
 Ibid, Pasal 18 

3
 Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintah Daerah 



 

otonomi daerah  diharapkanm dapat mmemberikan mpelayanan 

yang lebih baik pada masyarakatk dan membuat jarakk antara pembuat 

keputusan dengan rakyat menjadi dekat.
4
 

Suatu daearah otonomm memiliki suatu hukum, dimana hukum 

merupakan keseluruhann kumpulan peraturan atau kaidah dalam suatau 

kehidupan bersamaa, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang 

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, dapat dipaksakan pelaksanaannya 

dengan suatu sanksi. 
5
 

“Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan social” 
6
 

Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 tersebut membawa dampakm 

yangm sangatm besarm terhadapm kegiatan pemerintahan dalam 

melaksanakan tujuan nasional. Hal tersebutt berdampak pada kewenangan 

administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dank 

pembangunand nasionald yangd mempunyaid konsekuensid terlibatnyada 

administrasid negarad kedalamd semuad aspekd kehidupand 

bermasyarakatd.
7
 Tugas pemerintahh dalam suatu negara walfare state 

adalah bestuurszrg, yaitu menyelelenggarakan kesejahteraaan umum 

(menurut Lemaire dan E.Utrecht). Dalam menjalankan kesejahteraan 

umum, pemerintah atau administrasi negara melakukan berbagaii 

perbuatan dalam bentuk membuat peraturan-peraturan yang disebut 

dengan keputusan (beschikking).
8
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 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 

1986 , hlm 38 
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 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea 4 tercantumkan tujuan suatu Negara 

Indonesia 
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Datad kkependudukanx xadalah xdata kperseorangan jdan oatau 

kdata kagregat jyang ltersetruktur ksebagai khasil kdari kkegiatan 

mpendaftaran kpenduduk mdann ipencatatan asipil.
9
 Permasalahans 

pertumbuhanc pendudukc yangc csedemikian ccepat cdan cpesat cdapat 

dmenimbulkan fberbagai ipermasalahan obaik ldibidang osocial, 

kekonomi, ppolitik dan lpembangunan, sertal permasalahanm kejahatanm 

kyang terjadim di Indonesian.
10

 

Administrasii kependudukan merupakan serangkaian skegiatan 

penataans ddan mpenertiban fdalam rpenertiban kdokumen edan tdata 

dkependudukan fmelalui lpendaftaranfn pendudukanm, pencataanm sipiln, 

mpengelolaan ninformasi npenduduk lkserta mperdayagunaan mhasilnya 

untukm pelayananm publicn dana pmembangunan nsektor.
11

  

aStatus kewarganegaraan Indonesia yang sah terdapat peristiwa 

pencatatan tertulis dari pembuatan akta kelahiran, kartu keluargai(KK), 

hingga pembuatan tanda dirii atau identitas penduduk warga Negara 

Indonesia sebagai hal penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis. 

Pembuatan data diri bergunaa untuk mendaftarkan sebagai Warga Negara 

Indonesia yang sah secara hukum melalui penerbitan nKartu jkTanda 

Pendudukn Elektronikm(KTP-El) guna mewujudkan cita-cita tesebut salah 

satunya unsur yang penting adalah menciptakan keseragaman dibidang 

administrasi kependudukan yaitu menyelenggarakan administrasi dibidang 
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 Pasal 1 angka 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
10

 Ibid  
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 Ibid, Pasal 1 Angka 1 



 

pencatatan data diri Warga Negara Indonesia yang telah dewasa atau 

sudah menikah.
12

 

Penyelenggaran adanya  urusan administrasi kependudukan yang 

dilakukan oleh Kepala Desa yang berdasarkan asas pembantuan dapat 

dilihat pada pasal 7 ayat (1) huruf f mUndang-undangk mRepublik 

Indonesiann Nomorb 24 nTahun 2013 mTentang uPerubahan iuAtas 

uUndang-undangy tRepublikyt Indonesiat tNomor 23 htahun 2006 

Tentangy Administrasin Kependudukann yaitu :
13

 

“Penugasan Kepala Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi 

kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan “ 
14

 

Tugas Kepala Desa dalam urusan administrasi kependudukan dapat 

membantu masyarakat dalam pembuatann pendaftaran penduduk, 

pendaftaranj pendudukl adalahj pencatatanj biodatan pendudukn, 

pencatatann atasn pelaporanj peristiwai kependudukanu dany pendataanh 

penduduku rentann Administrasin kependudukann sertam penerbitann 

dokumenn kependudukann berupan kartun tandan identitasn atauh surati 

keteranganu kependudukann. 
15

Dimana dalam hal Pendaftaran 

pendudukan terdapat sebuah peristiwa kependudukan, peristiwaN 

kependudukann adalahn kejadiann yangg dialamij penduduku yangu 

harusj dilaporkann karenay membawat akibatn terhadapn penerbitann atauj 

perubahann Kartun Keluargan, Kartun Tandan Pendudukn dan/atauj suratj 

keterangannn kependudukkanj lainnyan meliputin pindahn datangj, 
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perubahann alamati, sertai statusn tinggij terbataso menjadin tinggaln 

tetapn.
16

 

Pembuatan Administrasi kependudukan dilakukan oleh pejabatk 

pencatatann sipiln yangng dibantuj olehi kepalao desah dalam pelaksanaan 

pentugasan pembantuannya Pejabatb pencatatanb sipilb adalahb pejabatb 

yangb melakukanb pencatatanb peritiwaa penting yang dialami seseorang 

pada intansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan 

aperatutan sperundang-undanganb.
17

 

Asasn tugasds pembantuand adalahf penugasanf darig pemerintahj 

pusatu kepadab daerahn otonomn untukn melaksanakann sebagianb 

urusann pemerintahanb yangbg menjadin kewenanganb pemerintahj 

pusatb ataub dariu pemerintahe Daerahb Provinsiy kepadau Daerahm 

Kabupetend atau Kotae untuk5 melaksanakanf sebagiand urusans 

pemerintahans yangd menjadid kewenangans Daerahd Provinsif.
18

 Salah 

satu asas pembantuann yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap 

pemerintah daerah salah satunya Kepala Desa dalam hal penyelesaiann 

permasalahan administrasi kependudukan tersebut Hal ini dapat 

berdasarkan asas medebewind atau bisa disebut dengan tugasr 

pembantuann yang merupakan tugasr untuke turutw sertaw dalams 

melaksanakans urusanss pemerintahans yangs ditugaskand kepadad 

pemerintahd daerahf olehg pemerintahh pusatt atauh pemerintahh daerahy 
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Pemerintah Daerah 



 

tingkatw atasnyar dengant kewajibant mempertanggungt jawabkanj 

adanyad suatuf penugasang seutuhnyam terutamar dalamg haltl 

penyelesaiant permasalahang administrasit kependudukanr yang dialami 

oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat Desa Laweyan.
19

 

Kepala Desa memberikan keberhasilan pelayanand terhadaps 

masyarakats yangx kurangc pahamsa akandx suatuc pentingnyax 

administrasis kependudukan, keberhasilan pelayanan ditentukan oleh 

tingkat kepuasan penerima pelayanan, kepuasand penerimad pelayananxn 

dicapaid apabilax penerimac pelayanand dicapaix memperolehd 

pelayanand sesuaid dengans yangd dibutuhkan dan diharapkan. 
20

 Ukuran 

atau tingkat optimal KTP-el dapat ditentukan oleh penduduk sebagai 

penerimaa pelayanans, dengand adanyad Kartux Tandax Pendudukc 

Elektronikxk tidakc dimungkinkanx lagix penduduka dapat memiliki 

Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas lebih dari satu ataupun 

dipalsukan, menginata dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik tersebute 

telahs memuata kodea keamanana dans rekamana pendudukd elektronikd 

dataa pendudukd yangd antaras lains irisd matas maupuns sidikd jaris 

penduduka yanga tidaks sama.
21
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 Sumber Data Primer, diolah Januari 2018 
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 Ratmito, Manajeman Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 21 
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 Ibid  



 

Berikut rincian laporan jumlah penduduk Desas Laweyans 

Kecamatans Sumberasihs Kabupatens Probolinggoms bulan agustus 

2017:
22

 

Tabel 1.1 

Jumlah Penduduk Desa Laweyan Bulan Agustus 2017 

Sumber data : Data Primer, Diolah, Agustus 2017 

Dari data diatas diperoleh jumlah penduduk Desa Laweyan hingga 

bulan agustus 2017 tercatat sebanyak 4875 jiwa, terdiri atas 2425 penduduk 

laki-laki dan 2450 penduduk perempuan. Dari jumlah data tersebut tercatat 

jumlah penduduk yang terdaftar wajib memiliki KTP-El sebanyak 3900 jiwa, 

terhitung 80% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Laweyan, yang terdiri 

atas 1550 penduduk laki-laki dan 2350 penduduk perempuan. Jumlah 

penduduk yang belum terdaftar wajib memiliki KTP-El sebanyak 975 jiwa, 

terhitung 20% dari jumlah keseluruhan penduduk Desa Laweyan, yang terdiri 

dari 350 penduduk  laki-laki dan 625 penduduk perempuan.
23
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 Data Primer, Desa Laweyan Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, diolah 

Agustus 2017 
23

 Ibid  

JUMLAH 

PENDUDUK 

BULAN AGUSTUS 

2017 

JUMLAH PENDUDUK 

YANG TERDAFTAR WAJIB 

MEMILIKI KTP 

JUMLAH PENDUDUK YANG 

BELUM WAJIB MEMILIKI 

KTP 

L P L+P L P L+P PERSENTASE L P L+P PERSENTASE 

2425 2450 4875 1550 2350 3900 80% 350 625 975 20% 



 

Tabel 1.2 

Persentase Jumlah Penduduk Desa Laweyan Bulan Agustus 2017 

Sumber data : Data Primer, Diolah, Agustus 2017 

  Dari data yang telah diolah jumlah penduduk 4875 jiwa tersebut 

terdapat 80% jumlah penduduk yang terdaftar pemilik wajib KTP-El 

namun dari 80% jumlah penduduk tersebut terdapat 40% penduduk yang 

belum terdaftar pemilik wajib KTP-El dengan jumlah 1544 jiwa dari 

jumlah keseluruhan penduduk Desa Laweyan yang terdiri dari 659 

penduduk laki-laki dan 855 penduduk perempuan.
24

 

Masalah yang dialami oleh masyarakat Desa Laweyan perlu 

adanya suatu penyelesaian khususnya hal tersebut dapat mendasarkan 

dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun 

daerah untuk membangunn ataun  menciptakann mekanismen 

pemerintahans yangs dapats mengembans misinyas dalams mewujudkans 

masyarakats yangs sejahteras secaras berkeadilans Pemerintahs haruss 

melaksanakans pembangunans berdasarkans aspirasiso masyarakats dans 

memberikans pelayanans publiks dengans ssebaik-baiknyas.
25
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 Sumber Data Primer, diolah Agustus 2017 
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 Moch solekhan, Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Setara Press, Malang , 2012,  

hlm 13 

JUMLAH 

PENDUDUK 

BULAN 

AGUSTUS 2017 

JUMLAH PENDUDUK YANG 

TERDAFTAR  WAJIB MEMILIKI 

KTP 

JUMLAH PENDUDUK YANG 

BELUM TERDAFTAR PEMILIK 

WAJIB KTP 

L P L+P L P L+P PERSENTASE L P L+P PERSENTASE 

2425 2450 4875 1550 2350 3900 80% 659 885 1544 40% 



 

Menurut berita yang dimuat secara online Bupati Probolinggo, Hj 

Tantiana Sari SE, menekankan pada masyarakat agar yang sudah cukup 

umur supaya membuatt Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada dasarnya 

KTP-El selainm merupakan kewajiban sebagai tanda Warga Negara 

Indonesia, KTP juga sangat penting sebagai persyaratan dalam 

administrasi. Terdapat 100 ribu warga Kabupaten Probolinggo hingga kini 

belum terekam KTP-El. Warga yang menyebar di 325 Desa dan 5 

Kelurahan di 24 Kecamatan seluruh Kabupaten Probolinggo masih belum 

terekam KTP elektronik. Data 100ribu warga itu didapat Bupati, ketika 

mendapat laporan dari Dispenduk Capil.
26

 

Permasalahan yang terjadi Masyarakat Desa Laweyan Kecamatan 

Sumberasih Kabupaten Probolinggo memerlukan adanya suatu gambaran 

pentingnya pembuatan administrasi kependudukan dalam pembangunan 

masyarakat. Permasalahan administrasi kependudukan biasanya terjadi 

dengan adanya masyarakat yang menganggap kepengurusan dokumen 

administrasi kependudukan belum penting, Pada nyatanya masyarakat 

baru mengurus ketika merekaa membutuhkan dokumen administrasi 

kependudukan tesebut misalnya pada kepentingan pengurusan paspor 

umroh atau haji saja. Padalahh dalam hal melakukan aktivitas apapun, 

terutama yang berkaitan dengan layanan public pasti membutuhkan Kartus 

Keluargas dans Kartus Tandas Pendudukss Elektronikm Sehingga dengan 

adanya permasalahan tersebut perlu adanya turun tangan dari pihak daerah 

melakukan pelayanan jemput bola, dimana pemerintah harus berkoordinasi 

                                                           
26

 100 ribu warga Kab.Probolinggo belum terkam e-ktp,(online) 

http://harianbhirawa.com/2017/02/100-ribu-warga-kab-probolinggo-belum-terekam-e-ktp/ diakses 

28 september 2017 
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dengan kepala desa untuk menghimbau pada masyarakat agar ikut 

perekaman bagi warga yang belum melakukan perekaman Kartus Tandas 

Penduduks Elektroniks dans kepengurusans Kartus Keluargas.
27

 

Dari permasalahan diatas maka penulis melakukan penelitian dan 

penulisan karya ilmiah dimana untuk mengetahui permasalahan-

permasalahan hukum dan memberikan saran serta masukan kepada 

instansi dangan tujuann untuk menyempurnakan system kerja yang lebih 

baik kedepannya nBerdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan 

penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah yang berjudulb
28

 

“PERAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN 

KESADARAN nMASYARAKAT TERHADAP TERTIB 

ADMINISTRASIu KEPENDUDUKAN BERDASARKAN ASAS 

TUGAS bPEMBANTUAN”  
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 Sumber data Primer, diolah Oktober 2017 
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 Ibid  



 

Dari latar belakang juga harus mengemukakan penelitian-

penelitian sebelumnya yang temanya mirip, supaya jelas perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan serta untum menjaga kemutakhiran dan 

orisinalitas. Penulis harus mendiskripsikan penelitian sebelumnya tersebut 

dalam bentuk tabel, sebagaimana tabel dibawah ini : 

No Tahun 

Penelli

tian 

Nama 

penelitian 

dan asal 

instansi 

Judul Penelitian Rumusan 

Masalah 

Keterangan 

1 2016 Muh.Iqbal 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Hasanuddin 

Makassar  

Tinjauan 

Hukum 

Pelaksanaan 

Tugas Kepala 

Daearah Di Era 

Otonomi Daerah 

(Studi Kasus 

Desa Citta 

Kecamatan Citta 

Kabupaten 

Soppeng) 

1.Bagaimana 

pelaksanaan 

tugas Kepala 

Desa Citta 

Kecamatan Citta 

Soppeng di era 

otonomi daerah? 

2.Apakah faktor 

penghambat 

pelaksanaan 

tugas Kepala 

Desa Citta 

Kecamatan Citta 

Soppeng di era 

otonomi daerah? 

Perbedaan 

pada penulisan 

skripsi 

sebelumnya 

dengan skripsi 

yang diangkat 

adalah skripsi 

sebelumnya 

meneliti 

bagaimana 

pelaksanaan 

Kepala desa 

Citta SoppenG 

di Era otonomi 

daerah , 

sedangkan 

penulis 

menjelaskan 

peran kepala 

desa dalam 

meningkatkan 



 

masyarakat 

akan 

pentingnya 

administrasi 

kependudukan 

berdasarkan 

asas tugas 

pembantuan 

2 2017 Isnaeni 

Fakultas 

Hukum 

Universitas 

Hassanuddi

n Makassar 

Implementasi 

Pendaftaran 

Penduduk 

Sebagai Upaya 

Tertib 

Administrasi E-

KTP dalam 

Lingkup Hukum 

Administrasi 

Negara (Studi 

Kecamatan 

Tamalanrea) 

1.Bagaimana 

implementasi 

peraturanp 

daerahh Kota 

Makassar 

Nomor 9 Tahun 

2009 Tentang 

Penyelenggaraa

n Administrasi 

DISPENDUK di 

Kota Makassar ( 

Pelaksanaan E-

KTP) di 

Kecamatan 

Tamalanrea? 

2.Apakah yang 

menjadi faktor 

yang 

mempengaruhi 

dalam 

implementasi 

perda Kota 

Makassar 

Perbedaan 

pada penelitian 

sebelumnya 

membahas 

bagaimana 

bperaturan 

daerahb Kota 

Makassar 

Nomor 9 

Tahun 2009 

Tentang 

Penyelenggara

an 

Administrasi 

DIPENDUK di 

Kota Makassar 

( Pelaksanaan 

E-KTP) di 

Kecamatan 

Tamalanrea 

sedangkan 

penulis 

mengangkat 



 

Nomor 9 Tahun 

2009 Tentang 

Penyelenggaraa

n Administrasi 

DISPENDUK di 

Kota Makassar          

(Pelaksanaan E-

KTP) di 

Kecamatan 

Tamalanrea? 

 

 

bagaimana 

permasalahan 

yang ada pada 

peran kepala 

desa dalam 

meningkatkan 

masyarakat 

akan 

pentingnya 

administrasi 

kependudukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil surve dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap 

adanya hal yang kurang signifikan terhadap peran kepala desa untuk 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap tertib administrasi 

kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan dilokasi penelitian 

penulis, sehingga penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa faktor-faktor yang menghambat rendahnya kesadaran 

masyarakat Desa Laweyan terhadaps tertib administrasi 

kependudukan? 

2. Bagaimana strategi peran Kepalaa Desa Laweyan untuk 

meningkatkan kesadaran nmasyarakat terhadapn tertib administrasi 

kependudukana berdasarkana asass tugass pembantuan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Bertujuan untuk mengetahui dan meneliti faktor-faktor yang 

menghambat rendahnya kesadaran masyarakat Desa Laweyan 

terhadap tertib administrasi kependudukan. 

2. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk strategi 

peran Kepala Desa Laweyan untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap terib administrasi kependudukan 

berdasarkan asas tugas pembantuan. 

 

 

 



 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

pelaksanaan terkait faktor-faktor penghambat penyebab 

rendahnya kesadarann masyarakat terhadap tertib administrasi 

kependudukan dan Strategi Peran Kepala Desa Laweyan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi 

kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pemerintah Desa 

Hasil penelitian sebagai bahan masukan dan evaluasi sehingga 

dapat bernilai dasar professional, efektif, akuntabilitas dan non 

diskriminasi serta sebagai acuan dalam mengatasi dan 

memecahkan masalah-masalah dalam melaksanakan Strategi 

peran Kepala Desa untuk smeningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap tertib administrasi nkependudukan berdasarkan asas 

tugass pembantuan. 

b. Masyarakat 

Hasil penelitian sebagai informasi dan gambaran pentingnya 

administrasi kependudukan dalam kehidupan bermasyarakat yang 

patuh akan suatu aturan , sebagai pengetahuan serta kesadaran 

hukum bagi masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pada 

pemerintah desa setempat gunak untuk menghindari 



 

penyalahgunaano wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung 

jawab  

c. Mahasiswa 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadikan mahasiswa lebih 

mengetahui permasalahan hukum dan dapat memberikan saran 

atau masukan permasalahan hukum bagi masyarakat yang kurang 

paham akan pentingnya administrasi kependudukan dan 

memberikan saran atau masukans kepada intansi terkait 

permasalahan-permasalahan yang dialami masyarakat khususnya 

kepada Kepala Desa Laweyan dalam meningkatkan masyarakat 

akan suatu pentingnya administrasi kependudukan. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penulisan 

hukum ini, maka penulis menyusun rangkaian sistematikas penulisans 

sebagais berikuts : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulis skripsi, 

rumusanj masalahb, tujuanj penelitiann, manfaatn penelitiann, dan 

sistematika penulisan. 

 

 

 



 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi berbagai tinjauan umum yang berkaitan terhadap 

peran Kepala Desa Laweyanm untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap tertib administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas 

pembantuanm. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang meliputi metode 

pendekatan : jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber 

data, teknik memperoleh data, lokasi penelitian, Populasi , Sampel , dan 

Teknik Sampling. 

 BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, 

pembahasan dari dua rumusan masalah penelitian, dimana masalah 

penelitian tentang administrasi kependudukan ini dianalisa lebih dalam 

pembahasan dan bagaimana penyelesaian rumusan masalah tersebut. 

 BAB V : PENUTUP 

Bab ini dijabarkan mengenai kesimpulan dari hasil dan 

pembahasan oleh penulis serta berisi saran oleh penulis dengan harapan 

memberikan masukan kepada instansi pemerintahan administrasi 

kependudukan khususnya Kepala Desa dan masyarakat yang belum 

memiliki KTP-El. Hal tersebut dibuat dengan harapan dalam pelayanan 



 

administrasi kependudukan kedepannya menjadi lebih baik dan tidak ada 

permasalahan yang menghambat. 

 


